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PUTUSAN
Nomor 2183/Pdt.G/2023/PA.Jepr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEPARA
Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam
sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat
antara:
PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jepara, 08 November 1989, agama
Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama, tempat kediaman di Rt.002 Rw.001 Desa XXXXXXXXX
Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Jepara, Jawa Tengah,
sebagai Penggugat;
melawan
TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jepara, 30 Maret 1987, agama Islam,
pekerjaan Nelayan, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman
di Jlciklanang No.14 Rt.016 Rw.005 Kelurahan XXXXX
Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, Jobokuto, Jepara,
Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengan keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA
Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Desember 2023
telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 2183/Pdt.G/2023/PA.Jepr, tanggal 22
Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah dari Termohon yang telah dinikahi
pada Tanggal: 12 Pebruari 2010, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Jepara, Sesuai
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 12 Pebruari 2010,
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yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
XXXXXXXXX, Kabupaten Jepara

2. Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan Temohon adalah
Duda Cerai dan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa selama 13 tahun 10 bulan menikah, Pemohon dan termohon
bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 2 tahun, kemudian
pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah bersama selama 10 tahun
9 bulan, selama pernikahan tersebut pernikahan antara Pemohon dan
Termohon telah hidup rukun baik layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan
belum di karuniai anak:

4. Bahwa pada awal pernikahannya tersebut, kehidupan rumah tangga
antara Pemohon dan Termohon baik — baik saja, hamun sejak bulan Juli
2022 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai
goyah sering terjadi percekcokan yang di sebabkan Termohon merasa
kurang atas nafkah yang di berikan oleh Pemohon, Termohon sering
marah-marah kepada Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak nyaman
dengan keadaan tersebut;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon terjadi pada bulan Nopember 2022 dengan masalah yang sama
seperti di atas, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat
tinggal karena Termohon pergi dari rumah bersama dan sekarang
bertempat tinggal di kakak Termohon bernama XXXX : Dk.XXXXX Rt.004
Rw.012 Desa XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Jepara,
sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 1 tahun 1
bulan, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak saling
melaksanakan kewajiban masing - masing sebagaimana layaknya suami
istri, dan putus komunikasi;

6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup
berumah tangga dengan Termohon, karena selama pisah rumah 1 tahun 1
bulan tersebut, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon
tidak harmonis dan telah pecah atau “Retak” serta sulit untuk dirukunkan
lagi, bahkan Termohon sudah tidak dapat diharapkan lagi menjadi Istri yang
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baik, maka dengan kenyataan tersebut Pemohon berketetapan hati untuk
mengajukan permohonan perceraian;
7. Bahwa Pemohon sangat tidak ridha atas sikap Termohon kepada
Pemohon tersebut, maka selanjutnya Pemohon bermaksud mengajukan
cerai dengan alasan karena Kehidupan rumah tangga sering terjadi
perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi dan Pemohon merasa sangat
menderita/madharat lahir maupun batin;
8. Bahwa atas fakta kejadian tersebut diatas, kehidupan rumah tangga
Pemohon dengan Termohon sulit untuk dipertahankan atau dipersatukan
demi mencapai suatu tujuan pernikahan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan atau dalil — dalil tersebut diatas, Pemohon mohon
kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Jepara, menerima,
memeriksa dan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak
satu Raj'i terhadap Termohon (XXXX) di persidangan Pengadilan Agama
Jepara.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara berkehendak lain,
mohon putusan yang se adil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil’lkuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat
tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, kemudian dibacakan surat
gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam
persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat Nomor
3320104811890001, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara
tertanggal 24-09-2012, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan
dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 26/01/VI/2007, yang dikeluarkan
oleh KUA XXXXXXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah
tertanggal 04 Juni 2007, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan
dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);
Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti
dua orang saksi untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:
1. Ridwan Bin Sutimin, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan
Sekolah Dasar, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Rt 01 Rw 04
Desa Jati Kerep Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Jepara, setelah
mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut:
- Bahwa sebagai teman Penggugat, saksi mengetahui Penggugat
dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama
di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak 2
orang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa sejak Bulan Desember 2019 antara Penggugat dengan
Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
yang hingga sekarang selama 4 tahun;
- Bahwa Tergugat tidak pamit, Tergugat pergi begitu saja;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab Penggugat dan Tergugat pisah dan
saksi juga tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan
Tergugat bertengkar;
2. Ahmad Abidin Bin Ahmadi, umur 42 tahun, Agama Islam,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Tukang Kayu,
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tempat tinggal di Rt 02 Rw 05 Desa Kemojan Kecamatan XXXXXXXXX
Kabupaten Jepara, setelah mengangkat sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai teman Penggugat, saksi mengetahui Penggugat

dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama

di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak 2

orang;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;

- Bahwa sejak Bulan Desember 2019 antara Penggugat dengan

Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

yang hingga sekarang selama 4 tahun;

- Bahwa Tergugat tidak pamit, Tergugat pergi begitu saja;

- Bahwa saksi tidak tahu sebab Penggugat dan Tergugat pisah dan

saksi juga tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan

Tergugat bertengkar;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain dan
mengajukan kesimpulan akhir yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin
bercerai dengan Tergugat dan menyatakan dalam keadaan Haid;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya
telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk
mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut
yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan
berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti
Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara,
maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang
Pengadilan Agama Jepara sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat
(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 2183/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s
15

% 4

I ”_'.. b

dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat
diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat
dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA XXXXXXXXX
Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana bukti P.2 dan rumah
tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, maka Penggugat
mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,
Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi ternyata
Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan
kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara
sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan
gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek)
sebagaimana ketentuan pasal 125 HIR dan sesuai pula dengan dalil syar’i:

ad 5>V plls 969 s pld proluwall PS5 Yo pSI> Al (025 o
Artinya : “Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia

dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.” (Ahkamul Qur-

an Il : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam
persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud
pasal 4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 tahun 2016 tidak
dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat
dengan alasan sejak bulan Desember 2019 antara Penggugat dengan Tergugat
pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu
Tergugat tidak pernah kembali kumpul bersama Penggugat yang hingga
perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara telah
berjalan 4 tahun;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan
dalam perkara perceraian, lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan,
maka untuk memastikan gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum
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serta mencegah terjadinya rekayasa dalam perceraian, Majelis Hakim
membebani Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat
dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan surat bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi
karena telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya
dan ternyata cocok, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut secara formal telah
memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat dibawah
sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan
didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak
bulan Desember 2019 Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan sejak itu
Tergugat tidak pernah kirim kabar berita dan tidak pernah kembali kepada
Penggugat, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian
antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima
sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi
sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil gugatan
Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta bukti
keterangan saksi yang berasal dari teman Penggugat, maka dapat ditemukan
fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada
tanggal 04 Juni 2007 yang dicatatkan di KUA XXXXXXXXX Kabupaten
Jepara Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah
hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang
anak;

- Bahwa sejak bulan Desember 2019, Tergugat pergi tanpa pamit
meninggalkan Penggugat yang sampai perkara ini didaftarkan di
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Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara sudah berjalan selama 4 tahun
dan sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat
ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada
tanggal 04 Juni 2007 yang dicatatkan di KUA XXXXXXXXX Kabupaten
Jepara Provinsi Jawa Tengah dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah
dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa sejak bulan Desember 2019, Tergugat pergi tanpa pamit
meninggalkan Penggugat yang sampai perkara ini didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara sudah berjalan selama 4 tahun
dan sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara
Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 4 tahun dan sejak itu
keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat
bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan apabila
dipertahankan akan mendatangkan penderitaan dan mafsadat bagi kedua
belah pihak, sehingga penderitaan dan mafsadat haruslah dicegah
sebagaimana gaidah Fighiyyah yang telah diambil alih sebagai pendapat
Majelis Hakim yang berbunyi:

ool > e parsio dawlaoll sl
Artinya : “Mencegah kerusakan lebih di dahulukan dari pada mengharap
kebaikan”;

Menimbang, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi norma
hukum islam sebagaimana yang terkandung dalam Fighus Sunnah Il halaman
251 yang berbunyi:
wioladl (] cllas ol aizg ) jlz (Jsstie i Wy LiSls aiw gl wle 15)
OVl galoiansi Jlo ol OIS sls ilgic 0ani o oy pios 3] Lils lgalla

aio

Artinya : “Apabila suami meninggalkan isterinya tanpa alasan yang bisa
diterima selama satu tahun lebih, sang isteri boleh mengajukan tuntutan

cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan,
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walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk
isterinya”;
Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud
Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116
huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah salah satu pihak meninggalkan pihak
lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan
yang jelas atau karena hal lain diluar kemampuannya dan telah ternyata sejak
bulan Desember 2019 Tergugat telah pergi tanpa ijin kepada Penggugat dan
tanpa alasan yang jelas atau karena hal lain diluar kemampuannya yang
sampai sekarang telah berjalan selama 4 tahun, sehingga antara Penggugat
dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka gugatan Penggugat terbukti cukup beralasan dan telah
memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal
19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b)
Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan
dengan verstek;
Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum
pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119
ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis
Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada
Penggugat;
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang
Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun
2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka
semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;
Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
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3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 525.000.-(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawarahan Majelis yang
dilangsungkan pada Senin tanggal 15 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 4 Rajab 1445 Hijriyah. Oleh kami Drs. Ali Sofwan sebagai Ketua
Majelis, dan Drs. Mahsun serta Ayeb Soleh, S.H.I masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4
Rajab 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim
Anggota dan dibantu oleh Chamidah. S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Drs. Mahsun Drs. Ali Sofwan
Hakim Anggota, Panitera Pengganti,

Ayeb Soleh, S.H.I Chamidah. S.Ag., M.H.
Perincian Biaya

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
Biaya Proses : Rp

Biaya : Rp
Penggandaan

dokumen

Biaya ; Rp
Pemanggilan dan

PNBP

Biaya Redaksi : Rp

Biaya Materai : Rp

Biaya : Rp
Pemberitahuan

Amar Putusan
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dan PNBP
Jumlah : Rp 52
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